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Abstrak
 

Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi

tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara

dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi

muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara

bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun,

selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai

pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik

spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal

dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan

perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara

atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam

pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih

ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat

sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari

praktik spekulasi tanah.

......This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation

of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East

Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land

speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in

stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation

activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state

should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of

development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts

to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a

form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land

revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In

this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land

ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to

protect the public from the practice of land cancellation.
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